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Konstruksi Pemindahan Ibu Kota Negara  
Ditinjau dari Aspek Hukum dan Konstitusi
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Frasa ”Ibu Kota Negara”  

dalam UUD 1945

Pasal 2 ayat (2):

“Majelis Permusyawaratan Rakyat

bersidang  sedikitnya sekali dalam 

lima tahun di

Ibu Kota Negara.”

Pasal 23G ayat (1):

“Badan Pemeriksa Keuangan  

berkedudukan di Ibu Kota 

Negara, dan  memiliki 

perwakilan di setiap provinsi.”
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Penetapan Presiden  

Nomor 2 Tahun 1961

• Penpres 2/1961 tentang  

Pemerintahan Daerah  

Khusus Ibu Kota Jakarta  

Raya

• Kemudian menjadi UU

PNPS Nomor 2 Tahun

1961

UU Nomor 10 Tahun 1964

• Tentang Susunan  

Pemerintahan Daerah  

Khusus Ibu Kota  

Negara Republik  

Indonesia Jakarta

• UU ini kemudian  

mencabut dua UU  

sebelumnya

• Tentang Pernyataan  

Daerah Khusus Ibu Kota  

Jakarta Raya Tetap  

Sebagai Ibu Kota Negara  

Republik Indonesia  

dengan Nama Jakarta

Pengaturan Ibu Kota Negara dalam Sejarah Indonesia

denny@integritylawfirm.id
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UU Nomor 11 Tahun 1990



UU NOMOR 34 TAHUN 1999

tentang Pemerintahan Provinsi 
Daerah  Khusus Ibukota 

Negara Republik  Indonesia
Jakarta

UU NOMOR 29 TAHUN 2007

tentang Pemerintahan Provinsi 
Daerah  Khusus Ibukota Jakarta 

sebagai Ibukota  Negara 
Kesatuan Republik Indonesia

PENGATURAN IBU KOTA NEGARA PASCA REFORMASI

denny@integritylawfirm.id
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Ibu Kota Negara  

Merupakan Produk 

Undang-Undang

Pemindahan Ibu Kota Negara idealnya

dilaksanakan dengan penyusunan dan 

pengundangan UU terlebih dahulu, baru

melakukan penunjukkan lokasi, dsb.

Fakta yang terjadi, Presiden melaksanakan

project nya terlebih dahulu, UU IKN 

menyusul kemudian.

denny@integritylawfirm.id

Project IKN = Indonesia machtstaat atau

rechtstaat?
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Presiden Minta Izin Pindahkan Ibu Kota, sebelum

pembahasan RUU IKN

8
8
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Pembahasan Kilat RUU IKN dan Kepentingan

Tersembunyi dibaliknya.

Perencanaan IKN dibuat sangat cepat (buru-buru). Hanya dalam waktu 40 hari sejak panitia RUU IKN dilantik

(7 Desember 2021), RUU IKN telah disahkan menjadi UU. (18 Januari 2022)

Berdasarkan laporan Panitia Khusus RUU IKN, 8 fraksi setuju RUU IKN menjadi UU d(PDI, Golkar, Gerindra,

Nasdem, Demokrat, PAN, PKB dan PPP) dan 1 fraksi tidak setuju hasil pembahasan RUU IKN (PKS).

Presiden Jokowi melalui pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2019 mencanangkan pembangunan ibu kota

baru di Kalimantan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan tambahan bahwa daerah yang akan dijadikan

sebagai Ibu Kota adalah Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara.

Proses perancangan RUU pun dibuat secara kilat. Pembentukan Pansus pada 7 Desember 2021, proses

konsultasi publik pada 11 Januari 2022, kemudian dilanjutkan dengan membentuk Pansus dan masuk sidang

Paripurna pada 18 Januari 2022.

Menimbulkan dugaan bahwa terdapat kepentingan tersembunyi sebagian orang dalam percepatan pengesahan

IKN. 9
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MK di Jinakkan?
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Pemindahan IKN harus Meaningful 

Participation

• Publik participation harus dilaksanakan dalam pemindahan Ibu

Kota Negara;

• Publik participation harus meaningful participation bukan

manipulative participation; (Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020)

• Meaningful Participation:

▪ Hak untuk di dengarkan Pendapatnya (Right to be heard);

▪ Hak untuk dipertimbangkan pendapat-pendapatnya (Right to

be considered);

▪ Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas

pendapat yang diberikan (Right to be explained).

• Putusan Cipta Kerja sebagai landmark decision uji formil harus

dijadikan pembelajaran agar semua kebijakan Pemerintah

melibatkan partisipasi publik yang nyata bukan tidak lagi

manupulasi;

• IKN apakah sudah meaningful participation? 11
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Waktu Pemindahan Ibu Kota = Masalah Politik - Ekonomi

• Permasalahan apakah saat ini tepat dilakukan

pemindahan Ibu Kota merupakan permasalahan

politik - ekonomi bukan hukum;

• Presiden dapat mengusulkan pemindahan IKN

namun keputusan tidak boleh dilakukan secara

unilateral, harus menerapkan konsep check and

balances;

• Partisipasi masyarakat harus dilaksanakan dalam

pemindahan Ibu kota yg menganut meaningful

participation.

12
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Ragam Masalah dalam UU IKN
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MASALAH DALAM UU IKN

Implikasi yang dihadapi  

oleh DKI Jakarta sebagai  

daerah yang  

kekhususannya dimiliki  

karena kedudukannya  

sebagai Ibu Kota Negara

1 2 3 4

Pemindahan Ibu Kota  

Negara adalah proyek  

yang sangat besar  

sehingga rawan terhadap  

korupsi

Bentuk Pemerintahan

yang Ambigu, 

Pemerintahan Daerah 

atau Setara

Kementerian?

Proses pemindahan Ibu 

kota yang sangat cepat 

berpotensi abai terhadap 

pertimbangan aspek 

politik, ekonomi, 

lingkungan, jumlah 

penduduk, jalanan macet 

dll  

denny@integritylawfirm.id

IKN masuk rezim Pemda 

namun Kepalanya dipilih 

oleh Presiden.

Potensi bertentangan 

dengan pasal 18 ayat (4) 

UUD 1945

Lahan IKN yang berasal dari wilayah 

tambang yang masih memiliki kewajiban 

reklamasi dan pasca tambang. Apabila 

tanahnya ingin diambil oleh negara, maka 

harus dilimpahkan. Lantas negara yang 

bertanggung jawab atas kewajiban di atas 

dan pemegang IUP dilepaskan begitu saja?.

5 6 7 8

Terdapat potensi pertentangan 

materi: Kepala IKN memiliki 

kedudukan setingkat Menteri –

Kementerian Negara sudah 

membatasi Menteri hanya 34. 

(Bertentangan dengan UU 

Kementerian Negara).

Pengesahan pindah status IKN 

dari Jakarta, tidak cocok diatur 

oleh Perpres (beschikking) 

mestinya dengan aturan 

(regeling).
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Pemerintahan Daerah atau Kementerian1

15
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−Terdapat ambiguitas terkait IKN sebagai satuan Pemerintahan

setingkat Pemerintah Daerah Provinsi namun dipimpin oleh

pejabat setingkat Menteri.

−Akan berdampak kepada regulasi yang dikeluarkan. Apakah

dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Menteri?

−Kepala IKN setingkat Menteri juga berpotensi bertentangan

dengan UU Kementerian Negara, karena telah membatasi

Menteri hanya 34;

−Hati-hati dengan pengelolaan APBN, karena IKN akan sangat

banyak menggunakan anggaran sebagai Ibu Kota. APBN

Indonesia saat ini masih terjepit di tengah pengeluaran besar

untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi setelah

pandemi covid-19
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PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU  

KOTA NUSANTARA (BADAN OTORITA)

Salah satu klausul dalam UU Ibu Kota Negara adalah mengenai  

Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus yang akan 

diselenggarakan oleh sebuah  badan otorita, sebagaimana 

tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 juncto  Pasal 1 angka 9 UU IKN 

sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 UU IKN:

Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu 

Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat 

khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu 

Kota Negara.

Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN:

Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang 

menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

16
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PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI BADAN  

OTORITA IBU KOTA NEGARA DALAM UU IKN
U

U
 IB

U
 K

O
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N
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G
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R
A

Pasal 1 angka (10) UU IKN:

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

Pasal 4 ayat (1) huruf bUU IKN:

Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah

Khusus Ibu Kota Nusantara

Pasal 5 ayat (4) UU IKN:

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan

setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Pasal 9 ayat (1) UU IKN

Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala

Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi

dengan DPR

Pasal 10 ayat (1) UU IKN:

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat

kembali dalam masa jabatan yang sama.
denny@integritylawfirm.id
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IBU KOTA TANPA PILKADA?

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU IKN:

Mekanisme pemilihan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota 

Nusantara dilakukan berbeda dengan mekanisme pemilihan kepala daerah lainnya. 

Kemudian dalam Pasal 13 UU IKN, dikecualikan dari ketentuan PUU yang mengatur daerah  

pemilihan dalam pemilihan umum dimana IKN hanya turut serta dalam Pilpres, Pileg DPR,  

dan Pileg DPD.

Hal lain yang diatur dalam UU IKN adalah tidak ada pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk

Pemerintahan Khusus Khusus IKN, dikarenakan semuanya akan ditunjuk langsung oleh

presiden yang menjabat.

Pasal 9 ayat (1) UU IKN:

Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil 

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden 

setelah berkonsultasi dengan DPR

Pasal 10 ayat (1) UU IKN:

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat 

ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

denny@integritylawfirm.id
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Implikasi Terhadap DKI Jakarta

• Pemindahan Ibu Kota Negara tidak lantas mengubah kekhususan DKI Jakarta karena  

bagaimanapun tergantung pada pilihan politik pembentuk Undang-Undang. Artinya, bisa  

saja DKI Jakarta tetap menjadi daerah khusus dengan alasan-alasan historisnya sebagai  

Ibu Kota Negara.

• Pasal 18B ayat (1) UUD 1945:

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat  

khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

• Selama masih berstatus khusus, secara konstitusional Jakarta tidak akan mengalami  

banyak perubahan dalam pengelolaan pemerintahan daerahnya.

• Namun, jika kekhususan Jakarta tidak lagi diberikan, maka Jakarta akan tunduk pada  

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

2
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Gejolak Politik ditengah Proses Pemindahan Ibu Kota Negara3

• Pemindahan Ibu Kota Negara membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

• Ada kemungkinan pemerintahan berikutnya (Presiden – DPR – DPD) sepakat untuk tidak  

melanjutkan proses pemindahan Ibu Kota Negara (Saat ini dilakukan dengan sangat 

tergesa-gesa)

• Karena dasar hukum pemindahan Ibu Kota adalah UU, maka penghentiannya juga dapat  

dilakukan dengan UU.

• Meskipun pemindahan Ibu Kota Negara dibatalkan dengan UU baru ditengah jalan.  

Namun, pembangunan infrastruktur dengan konsep Public Private Partnership (PPP) tetap  

akan berjalan. Karena dalam konsep PPP, Pemerintah mendudukkan diri dalam hubungan  

Business-to-Business.

20
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Pemindahan Ibu Kota Negara Rawan Korupsi

GREASE THE WHEEL Korupsi dapat membuat  

pembangunan menjadi lebih efektif.

Seperti kemudahan mendapat  

perizinan yang dipersulit. Korupsi  

dapat memfasilitasi masuknya  

investasi ke dalam pasar dengan  

tingkat regulasi yang tinggi.

SAND THE WHEEL

Selalu ada harga yang disesuaikan  

atas setiap penyuapan terhadap  

aparat. Korupsi dapat membuat  

pembangunan rendah kualitas,  

pada akhirnya membahayakan  

setiap pihak.

4
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LALU LINTAS UANG DAN  

PERSETUJUAN DALAM  

PROYEK PEMINDAHAN  

IBU KOTA INDONESIA

UU KPK TERBARU
1. KPK dibawah eksekutif (tidak lagi lembaga negara  

independen);

2. Pimpinan KPK tidak lagi penanggung jawab tertinggi;

3. Dewan Pengawas: izin penyadapan; izin  

penggeledahan; izin penyitaan; boleh rangkap jabatan;  

tidak ada larangan bertemu tersangka.

4. Korupsi yang menjadi perhatian masyarakat bukan lagi  

kewenangan KPK;

5. Harus berkordinasi dengan kejaksaan dalam hal  

penuntutan;

6. Pegawai KPK menjadi ASN;

7. Kewenangan supervisi berkurang karena hilangnya  

pasal yang mengatur kewenangan KPK untuk  

melakukan pengawasan, penelitian, atau penelahaan  

terhadap instansi yang menjalankan tugas dan  

wewenang melakukan pelayanan publik.

22
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Adakah Hidden Agenda?

- Anggaran dana yang dibutuhkan mencapai 466 Triliun

dan akan mengambil 20% dari APBN.

- Pendanaan IKN yang telah jungkir balik: beberapa

investor mundur. (dari lebih besar investor, jadi lebih

besar APBN;

- Terdapat wacana public funding dari rakyat.

- Reklamasi dan pasca tambang terhadap lahan

tambang yang dijadikan sebagai wilayah IKN. Menjadi

tanggung jawab siapa? Apakah Pemerintah sebagai

pengambil alih lahan? Apakah pemegang IUP dilepas

begitu saja?

- Bagaimana dengan “bagi-bagi proyek”?

23
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IMPLIKASI TERHADAP ATURAN LAINNYA

UUD NRI

1945

UU 29/2007 tentang Pemerintahan DKI  

Jakarta sebagai Ibukota NKRI

UU 23/2014 

tentang  

Pemerintahan

DaerahUU 23/1999

tentang

Bank Indonesia

UU 24/2004 tentang

Lembaga  Penjamin

Simpanan

UU 21/2011 tentang

Otoritas

Jasa Keuangan

UU 39/2008

tentang

Kementerian

NegaraUU 16/2004 tentang

Kejaksaan  Republik

Indonesia

UU 14/2008 tentang

Keterbukaan  Informasi

Publik

• PP 12/2008 tentang

Pedoman Penyusunan 

dan Tata Tertib  DPRD 

Provinsi, Kabupaten,  dan

Kota

• PP 17/2018 tentang

Kecamatan

• PP 24/2018 tentang

Pelayanan  Perizinan 

Berusaha  Terintegrasi 

Secara Elektronik

• PP 33/2018 tentang  

Pelaksanaan dan

Wewenang  Gubernur 

sebagai Wakil  

Pemerintahan Pusat

UU 10/2016 tentang Penetapan PERPPU

1/2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota

UU 5/1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria

UU 41/2009 tentang Perlindungan Tanah  

Pertanian dan Pangan Berkelanjutan

UU 33/2009 tentang Perfilman

UU 24/2007 tentang

Penanggulangan Bencana

• PP 23/2008 tentang Peran Serta  

Lembaga Internasional dan Lembaga  

Asing Non Pemerintah dalam  

Penanggulangan Bencana

• PP 22/2008 tentang Pendanaan dan  

Pengelolaan Bantuan Bencana

• PP 21/2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana

• Perpres 1/2019 tentang Badan Nasional  

Penanggulangan Bencana

• Perpres 17/2018 tentang  

Penyelenggaraan Penanggulangan  

Bencana dalam Keadaan Tertentu

UU 3/2002 tentang  

Pertahanan Negara

PP 59/2013 tentang Pengamanan Presiden, Wakil  

Presiden, Mantan Presiden, Mantan Wakil  Presiden 

beserta Keluarganya serta Tamu Negara  setingkat 

Kepala Negara/Kepala Pemerintahan

• PP 68/2014 tentang Penataan

Wilayah Pertahanan Negara

denny@integritylawfirm.id

UU 26/2007 tentang 

Penataan Ruang
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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT  DENGAN 

PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

No. Peraturan Perundang-Undangan Keterkaitan

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 2 ayat (2): Majelis Permusyawaratan Rayat bersidang sedikitnya sekali

dalam lima tahun di Ibu Kota Negara

Pasal 23G ayat (1): Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibu Kota

Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang  

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  

sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Terdapat 27 Pasal yang harus diubah atau disesuaikan apabila Ibu Kota  

Negara dipindahkan ke Kalimantan Timur

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  

Pemerintah Daerah

Pasal 399 harus diubah atau disesuaikan karena secara jelas menyebutkan

“Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta”

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia

Pasal 5 ayat (1): Bank Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik

Indonesia

Pasal ini harus diubah atau disesuaikan mengingat adanya wacana Lembaga

negara di bidang ekonomi dan bisnis tetap berada di Jakarta

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Lembaga Penjamin Simpanan

Pasal 3 ayat (1): LPS berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia

Pasal ini harus diubah atau disesuaikan mengingat adanya wacana Lembaga  

negara di bidang ekonomi dan bisnis tetap berada di Jakarta
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6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 3 ayat (1): OJK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik

Indonesia

Pasal ini harus diubah atau disesuaikan mengingat adanya wacana Lembaga

negara di bidang ekonomi dan bisnis tetap berada di Jakarta

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara

Pasal 2: Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia

Pasal ini harus diubah atau disesuaikan mengingat adanya wacana Lembaga  

negara di bidang ekonomi dan bisnis tetap berada di Jakarta

8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 4 ayat (1): Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota Negara Republik

Indonesia

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

keterbukaan Informasi Publik

Pasal 24 ayat (2): Komisi Informasi Pusat berkedudukan di Ibukota Negara

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang  

Perfilman

Pasal 58 ayat (2): Lembaga sensor film sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT  DENGAN 

PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Dan masih banyak peraturan perundang-undangan yang  lain 

terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara.

denny@integritylawfirm.id
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KESIMPULAN

denny@integritylawfirm.id

1. Konstruksi Pemindahan Ibu Kota saat ini menjadikan Indonesia

seakan negara machtstaat, bukan rechtstaat, karena projectnya

dieksekusi terlebih dahulu, dasar hukumnya dibuat kemudian.

Penyusunannya pun sangat cepat dan tidak taat pada kaidah

meaningful participation.

2. UU IKN saat ini mengandung banyak masalah, seperti Bentuk

pemerintahan IKN yang ambigu, implikasi kekhususan Jakarta,

Proses pemindahan Ibu Kota yang sangat cepat, potensi korupsi

yg tinggi, masuk rezim Pemda namun kepalanya dipilih oleh

Presiden, tanggung jawab reklamasi dan pasca tambang,

kedudukan kepala IKN setingkat Menteri, Pengesahan

pemindahan Ibu Kota atas dasar Perpres; dll.
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Mengembalikan pemindahan Ibu Kota sesuai
dengan kaidah hukum. Tentu dengan melihat
urgensi dan momentum yang tepat, serta
penyusunan norma-norma yang dilakukan
dengan menyerap meaningful participation. Hal
ini bisa dilakukan dengan Judicial Review
ataupun Legislative Review.

REKOMENDASI
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INTEGRITY Programs

INTEGRITY Scholarship

INTEGRITY Constitutional 

Discussion

INTEGRITY Legal Training

INTEGRITY Legal Update

INTEGRITY Client Alert

INTEGRITY Constitutional 

Advocacy

https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/
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